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Mengingat 

 

: 

 

1. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 6109) 

sebagaimana telah diubah dengan  Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan  Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6832); 

  3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang 

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 

  4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, 

dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196); 

  5. Peraturan  Menteri   Pendayagunaan   Aparatur 

Negara   dan   Reformasi   Birokrasi    Nomor 25 

Tahun  2020  tentang   Road   Map   Reformasi   

Birokrasi  2020-2024  (Berita  Negara  Republik  

Indonesia   Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana  

telah  diubah  dengan  Peraturan  Menteri  

Pendayagunaan  Aparatur   Negara   dan   Reformasi  

Birokrasi   Nomor  3  Tahun   2023   tentang  

Perubahan   atas   Peraturan  Menteri 
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Pendayagunaan   Aparatur   Negara   Dan   Reformasi 

Birokrasi   Nomor   25   Tahun   2020   Tentang   Road 

Map   Reformasi   Birokrasi   2020 – 2024   (Berita 

Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2023   Nomor 

233); 

  6. Peraturan   Menteri   Pendayagunaan   Aparatur 

Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  9  Tahun 

2023  tentang  Evaluasi   Reformasi Birokrasi  (Berita 

Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2023  Nomor 

601); 

  7. Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur 

Negara  dan  Reformasi Birokrasi  Nomor  90  Tahun 

2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona 

Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan 

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi 

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 

2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang 

Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju 

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi 

Bersih  dan Melayani  di  Instansi  Pemerintah (Berita 

Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2024  Nomor 

444); 

  8.  Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang 

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota. 
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M E M U T U S K A N: 

Menetapkan 

 

 

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

MUARO JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI 

INTERNAL (TPI) PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 

MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN 

WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) 

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN MUARO JAMBI. 

KESATU 

 

 

: 

 

Menetapkan Tim Penilai Internal (TPI) Pembangunan 

Zona  Integritas  Menuju  Wilayah Bebas  Dari Korupsi 

Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di 

Lingkungan  Komisi  Pemilihan Umum Kabupaten Muaro 

Jambi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

Keputusan  yang  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan 

dari Keputusan ini. 

KEDUA 

 

: 

 

Tugas Tim Penilai Internal (TPI) Pembangunan Zona 

Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan 

Wilayah Birokrasi dan Melayani (WBBM) di Lingkungan 

Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten  Muaro  Jambi  

adalah :  

1. Melaksanakan evaluasi dan penilaian mandiri 

pembangunan  zona  integritas  Komisi  Pemilihan 

Umum Kabupaten Muaro Jambi secara objektif dan 

akurat; 

2. Menyampaikan hasil evaluasi berupa Laporan 

penilaian  dan  melaporkan  kepada  Ketua  Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi; 

3. Memberikan rekomendasi perbaikan kepada unit 

kerja/satuan kerja atas pembangunan ZI; dan 

4. Melakukan pemantauan secara berkala pembangunan 

Zona Integritas di lingkungan unit kerja. 
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LAMPIRAN 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN MUARO JAMBI 

NOMOR  70 TAHUN 2025 

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI 

INTERNAL (TPI) PEMBANGUNAN ZONA 

INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS 

KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI 

BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI 

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2025 

 

TIM PENILAI INTERNAL (TPI) PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU 

WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN 

MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2025 

NO NAMA JABATAN 
KEDUDUKAN 
DALAM TIM 

1. ALMUTTAQIN Ketua KPU Pengarah 

2. ARISNO Anggota KPU Pengarah 

3. DESMARA DEWI Anggota KPU Pengarah 

4. RIKA KURNIATI NASUTION Anggota KPU Pengarah 

5. SUPRIADI M. Anggota KPU Pengarah 

6. 
AGUNG NUGROHO, S.IP., M.IP. 

Plt. Sekretaris Ketua Tim 

7. 
KIKI OKTARINA, S.H., M.H. Kepala Sub Bagian 

Parhubmas dan 
SDM 

Anggota 

8. 
PARIYANTO, S.H., M.H. Kepala Sub Bagian 

Teknis dan Hukum 
Anggota 

9. 
ROSITA KUSUMADEWI, S.Pt. Kepala Sub Bagian 

Perencanaan, 
Data, dan 
Informasi 

Anggota 

10. 
ROBER DIANTO, A.Md. Kepala 

Sub Bagian 
Keuangan, Umum 

dan Logistik 

Anggota 

jdih.kpu.go.id/jambi/muarojambi

https://jdih.kpu.go.id/jambi/muarojambi
https://jdih.kpu.go.id/jambi/muarojambi


jdih.kpu.go.id/jambi/muarojambi

https://jdih.kpu.go.id/jambi/muarojambi
https://jdih.kpu.go.id/jambi/muarojambi
https://jdih.kpu.go.id/jambi/muarojambi

